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WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2022 |

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; '

Undané—Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44210);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);



Menetapkan

ul

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
MEMUTUSKAN :

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapka Perda.

. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.
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. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan

kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.

. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan Khusus yang
merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.



Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 1.659.036.570.471,- (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta lima ratus tujuh
puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp.479.170.812.838,- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua belas
ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.320.380.000.000,- (tiga ratus
dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.544.550.000,- (lima
puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.9.602.267.383,- (sembilan milyar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus
delapan puluh tiga rupiah).



(5)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.98.643.995.455,- (sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan
puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.320.380.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

Pajak hotel;

Pajak restoran;

Pajak hiburan;

Pajak reklame;

Pajak penerangan jalan;

Pajak parkir;

Pajak air tanah;

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
. BPHTB.

Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima
milyar lima ratus juta rupiah).

R N

Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan
puluh milyar rupiah).

Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.201.000.000,- (delapan
belas milyar dua ratus satu juta rupiah).

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.179.000.000,- (dua puluh
dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.000.000.000,-
(enam puluh sembilan milyar rupiah).

Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar
rupiah).



(8)

(9)

(10)

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar
dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp.31.250.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh
lima milyar rupiah).
Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

(4)

Rp.50.544.550.000,- (lima puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). yang
terdiri atas:

a. Retribusi jasa umum;
b. Retribusi jasa usaha; dan
c. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.989.175.000.,- (dua
puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.055.375.000,- (tujuh
milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.15.500.000.000,-
(lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.9.602.267.383,- (sembilan milyar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga
ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas
penyertaan modal pada BUMD;



Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan

(2)

(3)
(4)

(9)

(6)

(7)

sebesar Rp.98.643.995.455,- (sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara;
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
Pendapatan denda pajak daerah;

Pendapatan denda retribusi daerah;

Pendapatan dari pengembalian; dan

. Pendapatan BLUD.

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
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Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua
belas milyar rupiah).

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.188.091.616,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus
enam belas rupiah).

Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.448.407.502,- (satu
milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah).



(8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.391.637.953,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh
tiga rupiah).

(9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.984.302.984,-
(sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.82.005.755.400,- (delapan
puluh dua milyar lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.
1.179.865.757.633,- (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
b. Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.043.701.069.731,- (satu triliun empat puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh
ratus tiga puluh satu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.136.164.687.902,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh
tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.043.701.069.731,- (satu triliun empat puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta tujuh enam puluh sembilan ribu
tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

a. Dana Perimbangan; dan
b. Dana Insentif Daerah (DID).



(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.033.316.659.731,- (satu
triliun tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh
satu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimanna dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.384.410.000,-
(sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.62.086.993.000,- (enam puluh dua milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Tidak dianggarkan lagi pada Perubahan APBD Tahun 2022.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 1.801.124.323.629,- (satu triliun delapan ratus satu milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga
ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal; dan
c. Belanja tidak terduga.
Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.393.889.645.628,-
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh
lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;
Belanja barang dan jasa;
Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan
Belanja bantuan sosial.

Mo a0 T



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 736.133.689.205,- (tujuh ratus
tiga puluh enam milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 586.597.786.806,-
(lima ratus delapan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu
delapan ratus enam rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.901.104.160,- (enam milyar
sembilan ratus satu juta seratus empat ribu seratus enam puluh rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat
puluh juta rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.145.448.357,- (lima puluh
empat milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.571.617.100,- (sembilan
milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.736.133.689.205,- (tujuh ratus tiga puluh enam milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh
sembilan ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

Gaji dan tunjangan ASN;

Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Mmoo o



(2)

(3)

Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 407.886.472.280,-
(empat ratus tujuh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan
puluh rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.300.549.893,-
(seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh
tiga rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

sebesar Rp.130.354.892.030,- (seratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh
dua ribu tiga puluh rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.814.777.306,- (dua
puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.266.654.000,- (tiga
milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
586.597.786.806,- (lima ratus delapan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan
puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas; dan

Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

° oo o

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 129.257.510.210,- (seratus dua
puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.829.777.059,- (dua ratus tujuh
puluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.14.476.440.277,- (empat
belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.880.356.222,-
(delapan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua
rupiah).

Belanja uang dan/atau jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.578.986.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus
delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.6.901.104.160,- (enam milyar sembilan ratus satu juta seratus empat ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri
atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga keuangan Bank (LKB).

Belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp.6.901.104.160,- (enam milyar sembilan ratus satu juta seratus empat ribu seratus enam
puluh rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

(2)

Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)., yang terdiri :

a. Belanja subsidi kepada BUMN;
b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.719.178.000,-
(tujuh ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Namun tidak di anggarkan lagi pada
Perubahan APBD Tahun 2022.



(3)

Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

(2)

(3)

(4)

(5)

Rp.54.145.448.357,- (lima puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu
tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
c. Belanja Hibah Dana BOS; dan

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai Politik.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.7.331.050.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.329.401.331,- (dua puluh milyar tiga ratus dua puluh
sembilan juta empat ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.113.900.000,- (dua
puluh lima milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.1.371.097.026,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam
rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.9.571.617.100,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.



(2)

(3)

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.9.571.617.100,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.401.844.618.485,-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(empat ratus satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus delapan
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal Gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh
milyar enam ratus juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.70.864.931.067,- (tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu
enam puluh tujuh rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.169.850.261.130,- (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh satu
ribu seratus tiga puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.142.063.825.839,- (seratus empat puluh dua milyar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan
ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.11.465.600.449,- (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu empat ratus empat puluh
sembilan rupiah).



Pasal 21

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.5.390.059.516,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah),
yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga.

(2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.390.059.516,- (lima
milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.142.087.753.158,- (seratus empat puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus
lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar
Rp.215.087.753.158,- (dua ratus lima belas milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus
lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 159.678.657.138,- (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh
tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

enerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat uru irencanakan sebesar Rp. 55. . . ,-
3) P i inj d h sebagai dimaksud pad 1) huruf b di k b Rp. 55.409.096.000
ima puluh lima milyar empat ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
li luh li il bilan j bil luh ib iah



(1)

(2)

Pasal 24

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 159.678.657.158,- (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta
enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja;

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 143.429.992.286,- (seratus empat
puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan
puluh enam rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar

(2)

(3)

(1)

(2)

Rp.73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri dari :

a. Penyertaan modal daerah; dan
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 26

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp.142.087.753.158,- (seratus empat puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
seratus lima puluh delapan rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp.142.087.753.158,- (seratus empat puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga
ribu seratus lima puluh delapan rupiah).



Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
4, Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 30

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 2022

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR
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